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PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH

K.R.M.T. WONGSONEGORO

JI. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO

KOTA SEMARANG

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN KODE BIRU RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO

KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO

Menimbang

Mengingat

1.

KOTA SEMARANG,

bahwa pelayanan gawat darurat merupakan kewajiban
yang harus dimiliki oleh rumah sakit sebagai
penyelenggara pelayanan kesehatan;

bahwa penanganan gawat darurat harus diterapkan
secara terpadu dengan pengaturan dalam satu sistem
dan kontinue dalam pelayanan tanggap darurat
resusitasi;

bahwa agar pelayanan tanggap darurat resusitasi di
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota
Semarang dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya
Keputusan Direktur tentang Kebijakan Kode Biru
sebagai kode sistem tanggap darurat resusitasi pada
pasien di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit
Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang tentang
Kebijakan Kode Biru Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950);



10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/
PER/III/2008 tentang Rekam Medis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/
Per/I11/2008 tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/
PER/X/2011 tentan Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012
tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 Tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga
Gizi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 370/MenKes/SK/
[I/2007 tentang Standart Profesi Ahli Tehnologi
Laboratorium Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 23);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2019
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By
Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T.
Wongsonegoro (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2019 Nomor 7);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.
Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 Nomor 36);

Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun
2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016
tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai
Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Kebijakan Kode Biru Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana terdapat
dalam lampiran keputusan ini.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan
kode biru di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit
Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.



KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini maka Keputusan
Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kode Biru
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota
Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota
Semarang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH

°(§ SUSI HERAWATI



KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini maka Keputusan
Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kode Biru
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
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KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 107 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

KEBIJAKAN KODE BIRU
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

A. PENGERTIAN

1. Tim Kode Biru merupakan suatu tim yang dibentuk oleh rumah
sakit dan memiliki tugas menangani pasien dalam kondisi gawat
darurat di rumah sakit.

2. Pasien gawat darurat adalah pasien yang berada dalam ancaman
kematian dan memerlukan pertolongan resusitasi segera.

3. Pasien gawat adalah pasien yang terancam jiwanya tetapi belum
memerlukan pertolongan resusitasi.

4. Kode biru adalah adalah kata sandi yang digunakan untuk
menyatakan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat.

5. Triase adalah pemilahan kondisi pasien melalui penilaian klinis
pasien.

6. Perawat terlatih adalah perawat yang telah mendapatkan
pelatihan BHD.

B. PENGORGANISASIAN
1. Organisasi
Organisasi Tim Kode Biru terdiri dari:
a. Koordinator Tim/Penanggungjawab Medis
b. Tim Resusitasi Perawat Terlatih
1) Perawat IGD
2) Perawat ICU
2. Uraian Tugas
a. Koordinator Tim/Penanggungjawab Medis
1) Dijabat oleh Dokter Jaga Bangsal
2) Bertugas:
a) Mengkoordinir segenap anggota tim dalam
pelaksanaan resusitasi.
b) Mengidentifikasi awal/triase pasien di ruang
perawatan.
c) Memimpin penanggulangan pasien saat terjadi
kegawatdaruratan.
d) Menentukan sikap selanjutnya.
b. Tim Resusitasi Perawat Terlatih
1) Perawat IGD dan ICU



2) Bertugas:

a) Membantu koordinator tim/penanggungjawab
medis (dokter bangsal) mengidentifikasi/triase
pasien di ruang perawatan.

b) Membantu koordinator tim/penanggungjawab
medis (dokter bangsal) menangani pasien gawat dan
gawat darurat di ruang perawatan.
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2) Bertugas:

a) Membantu koordinator tim/penanggungjawab
medis (dokter Dbangsal) mengidentifikasi/triase
pasien di ruang perawatan.

b) Membantu  koordinator tim/penanggungjawab
medis (dokter bangsal) menangani pasien gawat dan
gawat darurat di ruang perawatan.
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LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 107 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI KODE BIRU
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIR]:;:KTUR

l

WAKIL DIREKTUR
PELAYANAN

|

KOORDINATOR TIM KODE BIRU/

PENANGGUNG JAWAB MEDIS
PERAWAT PERAWAT
IGD ICU
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LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
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KOORDINATOR TIM KODE BIRU/

PENANGGUNG JAWAB MEDIS
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